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ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP KASUS HUMAN
TRAFFICKING DARI INDONESIA KE MALAYSIA TAHUN 2019-2021

Oleh:
YUSREYZA M. AFRIE YUWONO

Dengan menggunakan metode kualitatif serta melakukan wawancara,
penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan human trafficking dari
Indonesia ke Malaysia serta menganalisis kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
Indonesia mengenai permasalahan kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke
Malaysia di tahun 2019-2021. Penelitian ini menggunakan konsep perdagangan
manusia, kebijakan dalam negeri serta kebijakan luar negeri khususnya konsep Foreign
Policy Analysis (FPA).

Hasil dari penelitian yang penulis temukan adalah Indonesia telah melakukan
berbagai kebijakan terkait kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia.
Dalam menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah
No. 59 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu juga,
selama tahun 2019-2021 pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia memperkuat
kerjasamanya dalam menangani kasus perdagangan manusia melalui Joint Police
Cooperation Committee (JPCC) dan menandatangani MoU Indonesia-Malaysia pada
tahun 2022 tentang Penempatan Pekerja Migran.

kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia pada tahun 2019-2021
masih tergolong cukup tinggi. Hal ini dilihat dari tahun 2019-2021 kasus perdagangan
manusia di Indonesia terdapat sebanyak 1.331. Pada tahun 2019, sebanyak 457 korban
perdagangan manusia di Malaysia merupakan warga negara Indonesia. Maraknya
kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia disebabkan oleh beberapa
faktor yakni, tingkat korupsi di Indonesia yang tinggi, tingkat kemiskinan di Indonesia
yang masih tinggi, serta peningkatan yang disertai dengan penyerapan tenaga kerja di
Indonesia yang kurang.

Kata kunci: Perdagangan Manusia, Indonesia Kebijakan Publik, Kebijakan Luar
Negeri.



ABSTRACT

THE INDONESIAN GOVERNMENT’S POLICY ON HUMAN
TRAFFICKING CASES FROM INDONESIA TO MALAYSIA IN 2019-2021

By:
YUSREYZA M. AFRIE YUWONO

This research aims to describe the issues of human trafficking from Indonesia
to Malaysia and analyze the policies implemented by the Indonesian government
regarding human trafficking cases from Indonesia to Malaysia during 2019-2021 with
qualitative method also doing interview. This research employs the concepts of human
trafficking, domestic policy, and foreign policy, specifically the concept of Foreign
Policy Analysis (FPA). The findings of this study reveal that Indonesia has undertaken
various measures to tackle human trafficking cases involving Indonesia and Malaysia.
In response, the Indonesian government issued Government Regulation No. 59 of 2021
on the Protection of Indonesian Migrant Workers. Additionally, from 2019 to 2021, the
governments of Indonesia and Malaysia strengthened their collaboration to combat
human trafficking through the Joint Police Cooperation Committee (JPCC) and signed
the Indonesia-Malaysia Memorandum of Understanding (MoU) in 2022 regarding the
Placement of Migrant Workers. Despite these efforts, the number of human trafficking
cases from Indonesia to Malaysia remained relatively high during 2019-2021. Data
show that there were 1,331 human trafficking cases in Indonesia during this period,
with 457 victims in Malaysia being Indonesian nationals in 2019 alone. The prevalence
of human trafficking from Indonesia to Malaysia is attributed to several factors,
including high levels of corruption, persistent poverty, and inadequate labor absorption
rates in Indonesia.

Keywords: Human Trafficking, Indonesia, Public Policy, Foreign Policy.
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I. PENDAHULUAN

Skripsi ini akan mencoba untuk mencari tahu dan memberikan gambaran
mengenai kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kasus human trafficking dari
Indonesia ke Malaysia pada tahun 2019-2021. Penelitian ini penting dan layak untuk
dilakukan karena mengandung landasan justifikasi empiris serta unsur kebaharuan
yang penulis temukan. Dengan begitu, melalui latar belakang ini, penulis menjelaskan
mengenai permasalahan human trafficking yang terjadi di Indonesia dan kebijakan
yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menganai kasus human trafficking
mencakup kebijakan secara nasional dan juga internasional. Penulis memilih jenjang
waktu dari tahun 2019-2021 karena pada kurun waktu tersebut tedapat kenaikan kasus

human trafficking yang cukup signifikan setiap tahunnya.

1.1 Latar Belakang

Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan kejahatan yang
bersifat transnasional karena melibatkan aktivitas yang melewati perbatasan negara
(United Nations Office on Drugs and Crime, 2004). Korban human traffciking biasanya
dibujuk agar pergi ke kota besar atau ke luar negeri dengan harapan mendapatkan
pekerjaan menarik seperti menjadi pelayan, penjaga toko, atau pekerja rumah tangga,
setelah itu mereka seringkali tertipu dan/atau dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang
berat, menyiksa, bahkan terlibat dalam praktik prostitusi (Widayatun, 2008). Korban
human trafficking biasanya bekerja dengan sistem kerja tanpa upah seperti kerja paksa.
Human trafficking adalah tindakan kriminal yang melanggar Hak Asasi Manusia
(HAM) dan dapat membahayakan keamanan negara serta keselamatan penduduknya,

khususnya bagi mereka yang berencana untuk bekerja di luar negeri (Riadi, 2017).



Istilah human trafficking memiliki arti sebagai perdagangan ilegal dalam
bentuk manusia dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti kerja paksa atau
eksploitasi seksual (Niode, Rachman, & Waworundeng, 2021). Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) telah mendefinisikan perdagangan manusia atau human trafficking
sebagai tindakan merekrut, mengirim, memindahkan, menyimpan, atau menerima
seseorang dengan menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau dengan
bentuk pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan
kekuasaan, atau memanfaatkan posisi rentan, baik dengan memberikan atau menerima
bayaran atau manfaat, dengan tujuan untuk eksploitasi (Wulandari & Wicaksono,
2014). Orang dewasa baik laki-laki ataupun perempuan hingga anak-anak dapat

menjadi korban dari aktivitas perdagangan manusia.

Perdagangan manusia di Indonesia terjadi dalam tiga konteks, yaitu sebagai
wilayah asal, wilayah transit, dan wilayah tujuan. Indonesia dikenal sebagai wilayah
asal human trafficking dikarenakan oleh berbagai macam masalah seperti
ketidakstabilan ekonomi dan kurangnya pengetahuan (Nikodemus, 2017). Indonesia
kerap dijadikan wilayah transit, karena kurangnya pengawasan menyebabkan tingginya
arus manusia yang keluar dan masuk. Selain itu, Indonesia menjadi tujuan bagi
perempuan yang diambil dari berbagai daerah untuk dieksploitasi secara seksual, dan
kelemahan dalam sistem hukum terkait perdagangan manusia (Tirtosudarmo, 2002).
Hal ini diperkuat dengan adanya temuan dalam Laporan Perdagangan Orang pada
tahun 2021 yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, dimana
perempuan dan anak-anak yang berada dibawah umur merupakan korban dari
perdagangan manusia yang dijadikan sasaran untuk dieksploitasi seperti pekerja rumah
tangga, pengemis, pelecehan seksual dan yang lainnya (Kedutaan Besar dan Konsulat

AS di Indonesia, 2021).



Gambar 1 Grafik Kasus Human Trafficking di Indonesia periode 2019-2021
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Sumber: Kementrian PPA, diolah oleh penulis

Di Indonesia, kasus perdagangan manusia merupakan salah satu tantangan
utama bagi pemerintah Indonesia. Jumlah kasus perdagangan manusia di Indonesia
masih tergolong cukup tinggi meskipun belum terdapat angka korban sesungguhnya
karena dalam mengungkap kasus human trafficking yang terjadi sangat sulit
(Mursyidan, Dwiwarno, & Hananto, 2023). Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (Kementrian PPA) pada periode 2019 hingga 2021 mencatat
total kasus human trafficking meningkat setiap tahunnya seperti yang dapat terlihat
dalam gambar 1. Setidaknya terdapat 1.331 kasus human trafficking yang terjadi di
Indonesia sepanjang tahun 2019-2021 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, 2024). Mayoritas korban human trafficking tersebut merupakan
perempuan dan anak-anak. Hal tersebut menjadikan Indonesia berada dalam tier 2
menurut protokol Palermo di sepanjang tahun 2019 hingga 2021. Posisi Indonesia pada
tier 2 Protokol Palermo menunjukkan bahwa hukum dan peraturan di Indonesia terkait

dengan human trafficking sudah masuk dalam standarisasi, namun masih



membutuhkan perbaikan karena masih tergolong lemah dan belum efektif (UNODC,
2024). Tingginya angka perdagangan manusia dapat terjadi karena berbagai faktor,
seperti tekanan ekonomi, ketidakstabilan politik, korupsi, kurangnya daya saing, dan

daya serap tenaga kerja dan lain-lain (Bales, 2007).

Masalah tenaga kerja di Indonesia adalah masalah serius yang perlu ditangani
secara konkrit (Susilo, 2016). Salah satunya adalah terbatasnya daya serap tenaga kerja
yang ada di Indonesia yang mengakibatkan banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
untuk bekerja di luar negeri (Nikodemus, 2017). Secara umum, para TKI yang memilih
untuk bekerja di luar negeri tergiur oleh gaji besar yang diharapkan dapat mengurangi
tekanan ekonomi yang mereka dapatkan (Susilo, 2016). Salah satu negara tujuan bagi
para TKI untuk mencari pekerjaan adalah negara Malaysia dengan menempati
peringkat ketiga sebagai negara penempatan PMI tahun 2019-2021 dengan total 94.964
PMI yang bekerja di Malaysia (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , 2022).
Setidaknya terdapat dua faktor mengapa negara Malaysia menjadi salah satu negara
tujuan favorit bagi para TKI. Pertama, jika dilihat secara geografis Malaysia adalah
negara yang berdekatan dengan Indonesia, hal ini memudahkan untuk para TKI untuk
mencari sarana transportasi baik dengan menggunakan laut, udara maupun darat
(Pasetia, 2022). Selain itu juga, budaya Malaysia tidak cukup berbeda dibandingkan
Indonesia, yang dapat mempermudah para pekerja untuk berkomunikasi dan juga

beradaptasi (Pasetia, 2022).

Tabel 1 Pengaduan PMI Periode 2019-2021 Berdasarkan Negara Penempatan PMI

No Negara Jumlah Pengaduan
1  Malaysia 2.191

2 Saudi Arabia 2.013

3 Taiwan 762

4  Hong Kong 475

5 Lainnya (20+ negara) 3.744

Total 9.338

Sumber: Data Pekerja Migran Indonesia Periode 2021, diolah oleh Penulis



Menurut Data Pekerja Migran Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada kurun waktu 2019-2021
terdapat 94.964 TKI yang bekerja di Malaysia (Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia , 2022). Namun, dalam laporan yang sama Malaysia menempati peringkat
pertama untuk pengaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di tahun 2019-2021.
BP2MI mencatat bahwasannya terdapat 2.191 pengaduan di tahun tersebut dimana
setidaknya ada 7 kategori pengaduan dari 26 katogeori pengaduan yang masuk ke
dalam kategori human trafficking yakni gaji tidak dibayarkan, penipuan peluang kerja,
perdagangan orang, rekrutmen illegal, pekerjaan tidak sesuai, tidak dipulangkan meski
kontrak kerja telah selesai, dan potongan gaji melebihi ketentuan (Badan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia , 2022). Selain itu juga, menurut laporan yang dikeluarkan
oleh United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) pada tahun 2018 warga
negara Indonesia menempati peringkat pertama dalam jumlah korban perdagangan
manusia di Malaysia dengan total 457 korban yang diikuti oleh warga negara Vietnam
dengan korban sebanyak 380 orang, Thailand sebanyak 226 korban, Filipina sebanyak
191 korban dan warga negara lainnya dan diperkiraan bertambah setiap tahunnya
(UNODC, 2024). Lebih lanjut dalam Laporan Penelitian Perdagangan Orang di Daerah
Perbatasan yang diterbitkan oleh International Organization for Migration (I0M)
pada tahun 2020, data BP2MI menunjukkan terdapat 9.062 korban perdagangan
manusia, dengan lebih dari setengahnya mengalami eksploitasi di Malaysia, 75% dari
korban tersebut mengalami eksploitasi tenaga kerja, sedangkan 25% lainnya
mengalami eksploitasi seksual (International Organization for Migration, 2020).

Kasus human trafficking dari Indonesia yang ada di Malaysia dapat berpotensi
membawa tantangan yang serius bagi masyarakat Indonesia. Penegakan hukum yang
tergolong masih lemah, undang-undang yang kurang memberikan perlindungan
terhadap korban, dan kurangnya peran pemerintah dalam memberikan informasi
mengenai perdagangan manusia. Negara memiliki kewajiban dalam memberikan
jaminan keamanan masyarakatnya serta perlindungan HAM warga negara terutama
bagi mereka yang bekerja di luar negeri yang berlandaskan kesetaraan, demokrasi, anti

diskriminasi dan perdagangan manusia. Walaupun kasus perdagangan manusia sangat



sulit untuk diungkap, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk memerangi
human trafficking yang mengancam keamanan manusia di Indonesia. Penelitian
mengenai kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kasus human trafficking dari
Indonesia ke Malaysia penting untuk diteliti. Selain itu, penelitian ini juga akan
memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait kebijakan yang diberikan oleh

pemerintah Indonesia terhadap kasus Auman trafficking yang terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Human trafficking merupakan salah satu dari efek negatif yang terjadi karena
globalisasi. Korban human traffciking biasanya dibujuk agar pergi ke kota besar atau
ke luar negeri dengan harapan mendapatkan pekerjaan menarik seperti menjadi
pelayan, penjaga toko, atau pekerja rumah tangga, setelah itu mereka seringkali tertipu
dan/atau dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang berat, menyiksa, bahkan terlibat
dalam praktik prostitusi. Terdapat 1.331 kasus perdagangan manusia yang ada di
Indonesia pada tahun 2019-2021. Negara Malaysia menjadi salah satu negara tujuan
bagi korban perdagangan manusia. Disisi lain, perdagangan manusia adalah tindakan
kriminal yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan dapat membahayakan
keamanan negara serta keselamatan penduduknya, khususnya bagi mereka yang
berencana untuk bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu
mengeluarkan kebijakan untuk memberantas dan menangani kasus perdagangan
manusia dari Indonesia ke Malaysia. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah
penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menyoroti penelitian ini dengan
menggunakan rumusan masalah “Bagaimana Kkebijakan pemerintah Indonesia

terhadap kasus human trafficking dari Indonesia ke Malaysia tahun 2019-2021?”



1.2 Tujuan Penelitian

L.

Menjelaskan isu perdagangan manusia yang ada di Malaysia pada tahun 2019 hingga
2021.
Menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kasus human trafficking dari

Indonesia ke Malaysia.

1.3 Manfaat Penelitian

L.

Memberikan wawasan mengenai permasalahan perdagangan manusia di Indonesia
bagi para pembaca.

Menyediakan informasi bagi para pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah,
pihak swasta, serta masyarakat Indonesia mengenai perdagangan manusia dari
Indonesia ke Malaysia.

Memberikan rekomendasi terkait kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kasus
human trafficking dari Indonesia ke Malaysia kepada pemerintah Indonesia, organisasi

internasional, dan pemangku kepentingan lainnya.



I1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian, diperlukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu,
dengan maksud untuk menjadi referensi dan menambah wawasan bagi penulis.
Penelitian terdahulu juga dapat menjadi referensi bagi penulis untuk membangun
kerangka penelitian dengan membandingkan dan menemukan keunikan penelitian
yang akan dilakukan dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang dapat
dijadikan referensi ialah yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan
dilakukan.

Publish or Perish digunakan penulis untuk medapatkan data dan sumber
referensi yang relevan yang kemudian dipetakan dalam VosViewer guna membuktikan
bahwa penelitian tersebut masih belum banyak dilakukan. Bibliometrik adalah sebuah
metode yang digunakan untuk menganalisis data bibliografi yang terdapat di dalam
buku, jurnal, artikel dan publikasi lainnya (Astutik, 2022). Penulis menggunakan kata
kunci Malaysia, Indonesia, Negara, Pemerintah, Human Trafficking, Perbatasan,
Indonesia-Malaysia. Dengan menggunakan kata-kata tersebut sebagai kata kunci,
penulis berhasil menemukan sumber terkait yang terhimpun sejak 2018. Database yang
diperoleh dari Pubish or Perish dan kemudian dipetakan pada VosViewer, penulis
mendapati minimnya penelitian yang secara spesifik membahas mengenai kebijakan
pemerintah Indonesia dalam menangani kasus human trafficking pada kawasan
perbatasan Indonesia-Malaysia tahun 2019-2021, sehingga penulis memfokuskan

analisisnya pada topik tersebut, barikut hasil pemetaan yang dilakukan oleh penulis:



Gambar 2 Unsur Novelty Hasil Pemetaan VosViewer, diolah oleh penulis
negara

human @gafficking

pemegintah

malaysia

ind*sia

indonesi@malaysia

perb@tasan

Gambar 3 Unsur Novelty VosViewer dalam bentuk Density, diolah oleh penulis

-

indonesia

berbatasan

Berbagai penelitian terkait isu perdagangan manusia pada kawasan perbatasan
sudah sering ditemukan. Namun, penelitian terkait kerjasama yang dilakukan pada
kawasan perbatasan yang mengikat masih jarang sekali ditemukan. Kendati demikian,

penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan dianggap dapat
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menjadi acuan untuk meneliti kerjasama Indonesia dan Malaysia terhadap kawasan
perbatasan yang ada di pulau Kalimantan. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai
berikut:

Pertama, penelitian yang berjudul Buruh Migran dan Human Trafficking: Studi
Tentang Peningkatan Perdagangan Manusia dari Indonesia ke Malaysia yang ditulis
oleh Pricillia Monique dan Vita Puspawarni (Monique & Puspawarni, 2020). Penelitian
tersebut dipublikasikan pada tahun 2020. Dengan menggunakan konsep Perdagangan
Manusia, Monique dan Puspawarni menjelaskan penyebab dari pertumbuhan
perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia pada tahun 2014-2016. Lebih lanjut,
Monique dan Puswarni menjelaskan bahwasannya terdapat faktor-faktor pendorong
dan penarik dalam aktivitas perdagangan manusia. Faktor pendorong merupakan
korupsi, tingkat kemiskinan, minimnya kesempatan, kekacauan sosial, profil dan
demografi. Faktor penarik merupakan tingkat korupsi, kesempatan kerja, kesejahteraan
ekonomi, kesempatan, dan profil demografi.

Kedua, penelitian yang berjudul Human Trafficking: Legal Analysis on Indo-
Malaysia Border yang ditulis oleh Kubota, Fairuzzaman, dan Omar (Kubota,
Fairuzzaman, & Omar, 2023). Penelitian tersebut dipublikasikan pada tahun 2023.
Dengan menggunakan konsep Human Trafficking dan Hukum Internasional, Kubota
dkk. menjelaskan mengenai ketentuan dan perbandingan hukum negara Indonesia dan
Malaysia dalam menangani perdagangan orang dan mengkaji peraturan yang ada
berdasarkan perspektif hukum internasional. Lebih lanjut, Kubota, dkk. menemukan
bahwa Indonesia dan Malaysia masing-masing memiliki undang-undang khusus yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang dan Pemberantasan Penyelundupan, Undang-Undang
Migran Tahun 2007 dan terlibat dalam kerja sama bilateral dan multilateral dalam
memerangi perdagangan manusia. Upaya hukum yang dilakukan kedua negara masih
mempunyai banyak kekurangan dan memerlukan perbaikan yang lebih berat untuk
mencapai tujuan hukum.

Ketiga, penelitian yang berjudul Tindak Pidana dan Konsep Hak Asasi
Manusia Terhadap Penjualan Orang (Human Trafficking) Terutama Pada Anak dan
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Perempuan yang ditulis oleh Atanasio Trivaldus Bambar pada tahun 2022 (Bambar,
2022). Dengan merujuk pada konsep Hak Asasi Manusia dan Human Trafficking,
penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap
korban perdagangan manusia di Indonesia dan apakah sudah diatur pada Undang-
Undang. Secara lebih rinci, Bambar menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap
korban penjualan orang atau perdagangan manusia telah diatur dalam pasal 351 hingga
pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal-pasal tersebut, termasuk
pengaturan mengenai penganiayaan baik yang bersifat berat maupun ringan.

Keempat, penelitian yang berjudul Optimizing the security of the Indonesian
State trough Strengthening International Cooperation between Indonesia-Malaysia in
the Land Border yang ditulis oleh Yohanes, S. dan Setiyono, J (Yohanes & Setiyono,
2020). Penelitian tersebut dipublikasikan pada tahun 2020. Yohanes dan Setiyono
menjelaskan penerapan kerjasama internasional Indonesia dan Malaysia di bidang
perbatasan darat. Lebih lanjut, Yohanes dan Setiyono, menjelaskan mengenai faktor
pendorong dan penghambat kerjasama Indonesia dan Malaysia di bidang perbatasan
darat.

Dengan menggunakan teori kerjasama internasional dan keamanan nasional
dan konsep perbatasan darat, Yohanes dan Setiyono menjelaskan lebih lanjut
bahwasannya penerapan kerjasama internasional antara Indonesia dan Malaysia
membuktikan adanya interaksi internasional sebagai negara yang berdekatan secara
geografis. Penulis juga menjelaskan peran pemerintah pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota dalam pengembangan kawassan perbatasan perlu dilakukan secara
tepat dan menekankan pada tiga poin utama, yakni: regulator, pelaksana dan fasilitator
pemerintah sebagai regulator berkewajiban mendorong penataan aturan-aturan yang
ada dalam pengembangan dan pemanfaatan kawasan perbatasan dalam upaya
pengambilan keputusan.

Kelima, penelitian yang berjudul Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika
Serikat dalam Mengatasi Imigran llegal di Perbatasan dengan Meksiko yang ditulis
oleh Rahmadhani, P (Rahmadhani, 2023). Penelitian tersebut dipublikasikan pada

tahun 2023. Rahmadhani menjelaskan bahwa imigran illegal menimbulkan ancaman



12

terhadap negara-negara yang menjadi tempat tujuan para imigran, salah satu negara
yang menjadi tempat tujuan para imigran adalah Amerika Serikat terkhususnya imigran
illegal yang berasal dari perbatasan Meksiko. Lebih lanjut, Rahmadhani menjelaskan
dalam mengatasi ancaman imigran ilegal Amerika Serikat melakukan upaya
penyelesaian dengan menerapkan kebijakan luar negeri. Dengan menggunakan konsep
kebijakan luar negeri dan imigran ilegal, Rahmadhani menjelaskan faktor perubahan
yang terjadi dan melihat tingkat perubahan dalam kebijakan luar negeri Amerika
Serikat dalam mengatasi imigran ilegal. Faktor perubahannya terdiri atas faktor
internasional dan faktor domestik menggunakan unsur politik dan ekonomi sedangkan
tingkat perubahannya dilihat atas empat tingkatan yaitu adjustment changes, program
changes, problem/goal changes dan international orientation changes.

Keenam, penelitian yang berjudul The Devils’s Highway: The U.S.-Mexico
Border Crossing, Global Influenes and Politics yang ditulis oleh Ilimen, E (ILIMEN,
2023). Penelitian tersebut dipublikasi pada tahun 2023. Ilimen memulai penelitiannya
mengenai perbatasan Amerika Serikat (AS)-Meksiko telah menjadi perwujudan krisis,
konflik, dan rekonsiliasi. Lebih lanjut, Ilimen juga menjelaskan pada wilayah
perbatasan AS-Meksiko telah menjadi berita utama karena kebijakan kontrol
perbatasan yang ketat dan angka kematian yang tinggi di sepanjang wilayah
perbatasan. Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh karya tulis Luis A. Urrea dalam
tulisannya yang berjudul The Devil’s Highway pada tahun 2004 yang menyuarakan
mengenai suara para pelintas perbatasan Meksiko yang terpinggirkan dalam tulisan
perbatasan pribadi politiknya.

Kemudian, Ilimen juga menjelaskan bahwa kegagalan militarisme perbatasan
dan respons xenofobia yang lazim, narasi politik Urrea menyerukan kolaborasi antara
Amerika Serikat dan Meksiko dalam bidang diplomasi, hukum, dan kemanusiaan.
Dengan menggunakan konsep deteritorialisasi dan reteritorialisasi, [limen menjelaskan
analisis terhadap narasi pro-kehidupan Urrea dari seruannya untuk melakukan
reformasi kebijakan perbatasan dalam memberikan dimensi baru terhadap politik
pengendalian perbatasan, kajian perbatasan dan imigrasi, serta perjuangan hak asasi

manusia di sepanjang wilayah perbatasan AS-Meksiko.
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Ketujuh, penelitian yang berjudul Human Trafficking in Indonesia, The
Dialectic of Poverty and Corruption yang ditulis oleh Ariadne, dkk. (Ariadne,
Pramawaty, & Limilia, 2021). Penelitian tersebut dipublikasikan pada tahun 2021.
Dalam penelitian tersebut Ariadne, dkk., berupaya untuk menjelaskan bagaimana
permasalahan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Dengan menggunakan
konsep Human Trafficking dan Komunikasi Pemerintah, Ariadne, dkk., menjalaskan
bahwasannya perlu berbagai upaya yang sinkron dan strategis, penguatan organisasi,
penguatan kerangka kerja, otorisasi hukum, kordinasi dan partisipasi lintas sektor
dalam Kementrian/Lembaga di Indonesia untuk menangani isu human trafficking yang
terjadi. Selain itu, pemerintah dan masyarakat setempat memainkan peran penting
dalam memberikan data awal kepada otoritas hukum sehubungan dengan tanda-tanda
TPPO.

Ketujuh penelitian terdahulu tersebut secara garis besar memiliki relevansi
dengan penelitian ini, yaitu Auman trafficking dan kebijakan pemerintah dalam upaya
menyikapi permasalahan human trafficking. Ikhtisar dari penelitian tersebut penulis

sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:



Tabel 2 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penulis Judul Fokus Penelitian Metode Teori/ Hasil Penelitian
Penelitian Penelitian  Konsep
Pricillia  Buruh Migran penyebab dari Kualitatif Konsep terdapat faktor-faktor pendorong dan
Monique dan Human pertumbuhan Perdagan penarik dalam aktivitas perdagangan
dan Vita Trafficking: perdagangan gan manusia. Faktor pendorong merupakan
Puspaw-  Studi Tentang manusia dari Manusia  korupsi, tingkat kemiskinan, minimnya
arni Peningkatan Indonesia ke kesempatan, kekacauan sosial, profil dan
Perdagangan Malaysia pada demografi. Faktor penarik merupakan
Manusia dari  tahun 2014-2016 tingkat korupsi, kesempatan kerja,
Indonesia ke kesejahteraan ekonomi, kesempatan, dan
Malaysia profil demografi.
Kubota,  Human menjelaskan Kualitatif konsep Indonesia dan Malaysia masing-masing
dkk. Trafficking: mengenai Human memiliki undang-undang khusus yang
Legal Analysis ketentuan dan Traffickin  diatur dalam Undang-Undang Nomor 21
on Indo- perbandingan g dan Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Malaysia hukum negara Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang dan
Border Indonesia dan Internasio Pemberantasan Penyelundupan,
Malaysia  dalam nal Undang-Undang Migran Tahun 2007
menangani dan terlibat dalam kerja sama bilateral
perdagangan dan multilateral dalam memerangi
orang dan perdagangan manusia. Upaya hukum
mengkaji yang dilakukan kedua negara masih
peraturan  yang mempunyai banyak kekurangan dan

ada Dberdasarkan
perspektif hukum
internasional

memerlukan perbaikan yang lebih berat
untuk mencapai tujuan hukum
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Penulis Judul Fokus Penelitian Metode Teori/ Hasil Penelitian
Penelitian Penelitian  Konsep
Atanasio  Tindak Pidana bagaimana Kualitatif menggun  perlindungan hukum terhadap korban
Trivaldu dan Konsep perlindungan akan penjualan orang atau perdagangan
s Bambar Hak Asasi hukum terhadap konsep manusia telah diatur dalam pasal 351
Manusia korban Hak hingga pasal 355 Kitab Undang-Undang
Terhadap perdagangan Asasi Hukum Pidana. Dalam pasal-pasal
Penjualan manusia yang ada Manusia  tersebut, termasuk pengaturan mengenai
Orang (Human di Indonesia dan dan penganiayaan baik yang bersifat berat
Trafficking) apakah sudah Human maupun ringan.
Terutama Pada dicantumkan Traffickin
Anak dan dalam  Undang- g
Perempuan Undang
Yohanes, Optimizing the penerapan Kualitatif teori peran pemerintah pusat, provinsi, dan
S. dan ecurity of the Kkerjasama kerjasama kabupaten/kota dalam pengembangan
Setiyono, Indonesian internasional internasio kawasan perbatasan perlu dilakukan
J State  trough Indonesia dan nal dan secara tepat dan menekankan pada tiga
Strengthening ~ Malaysia di keamanan poin utama, yakni: regulator, pelaksana
International bidang perbatasan nasional ~ dan fasilitator pemerintah sebagai
Cooperation darat dan faktor dan regulator  berkewajiban mendorong
between pendorong  dan konsep penataan aturan-aturan yang ada dalam
Indonesia- penghambat perbatasa pengembangan  dan  pemanfaatan
Malaysia in the kerjasama n darat kawasan perbatasan dalam upaya
Land Border Indonesia dan pengambilan keputusan
Malaysia di
bidang perbatasan
darat
Rahmad  Perubahan mendeskripsikan  Kualitatif konsep faktor perubahan yang terjadi dan
hani, P Kebijakan Luar terkait perubahan kebijakan melihat tingkat perubahan dalam
Negeri Amerika kebijakan luar luar kebijakan luar negeri Amerika Serikat
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Penulis Judul Fokus Penelitian Metode Teori/ Hasil Penelitian
Penelitian Penelitian  Konsep
Serikat dalam negeri  Amerika negeri dalam mengatasi imigran ilegal. Faktor
Mengatasi Serikat di dan perubahannya  terdiri atas  faktor
Imigran llegal perbatasan dengan imigran internasional dan faktor domestik
di Perbatasan Meksiko  dalam ilegal menggunakan unsur politik dan ekonomi
dengan isu imigran ilegal sedangkan tingkat perubahannya dilihat
Meksiko atas empat tingkatan yaitu adjustment
changes, program changes,
problem/goal changes dan international
orientation changes
Ilimen, E  The  Devils’s perbatasan Kualitatif konsep menjelaskan analisis terhadap narasi pro-
Highway: The Amerika Serikat deteritori  kehidupan Urrea dari seruannya untuk
U.S.-Mexico (AS)-Meksiko alisasi melakukan reformasi kebijakan
Border telah menjadi dan perbatasan dalam memberikan dimensi
Crossing, perwujudan krisis, reteritoria baru terhadap politik pengendalian
Global konflik, dan lisasi perbatasan, kajian perbatasan dan
Influenes and rekonsiliasi imigrasi, serta perjuangan hak asasi
Politics manusia di  sepanjang  wilayah
perbatasan AS-Meksiko
Ariadne, Human bagaimana Kualitatif konsep perlu berbagai upaya yang sinkron dan
dkk. Trafficking in permasalahan Human strategis, penguatan organisasi,
Indonesia, The tindak pidana Traffickin penguatan kerangka kerja, otorisasi
Dialectic of perdagangan g dan hukum, kordinasi dan partisipasi lintas
Poverty  and orang di Indonesia Komunik sektor dalam Kementrian/Lembaga di
Corruption asi Indonesia untuk menangani isu human
Pemerinta trafficking yang terjadi. Selain itu,
h pemerintah dan masyarakat memainkan

peran penting.
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Ketujuh penelitian tersebut memberikan wawaasan tambahan bagi penulis. Tiap-tiap
penelitian memberikan wawasan yang berbeda. Penelitian pertama hingga penelitian ketujuh
memiliki persamaan dalam menganalisis masalah human trafficking yang terjadi di suatu
negara. Namun Perbedaan dari penelitian ini fokus terhadap kebijakan pemerintah Indonesia

dalam menykapi kasus human trafficking dari Indonesia ke Malaysia.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Konsep Human Trafficking

Menurut United Nations Olffice on Drugs and Crime (UNODC), human
trafficking terdiri dari tiga komponen yakni tindakan, metode, dan tujuan. Pemindahan,
perekrutan, penyembunyian, transportasi, dan penerimaan individu adalah contoh dari
tindakan. Ancaman, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, pemaksaan, penipuan,
dan pembayaran kepada pihak yang mengendalikan korban juga termasuk dalam
metode. Sementara tujuannya adalah eksploitasi seksual, perbudakan, pengambilan
organ, penghambaan paksa, dan pekerjaan paksa (UNODC, 2024). Selain itu juga
UNODC menjelaskan bahwasannya tedapat 8 tipe human trafficking yakni eksploitasi
seksual, pekerja paksa, jeratan hutang, perbudakan rumah tangga, pengangkatan organ,
mengemis dengan paksa, tantara anak-anak, dan pernikahan paksa (UNODC, 2024).

Kasus human trafficking dapat muncul karena sejumlah faktor. Menurut
Cullen-DuPont pada tahun 2009, penyebab terjadinya human trafficking melibatkan
kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, prostitusi, pariwisata seks, bahkan korupsi.
Banyak negara menghadapi masalah perdagangan manusia karena dorongan pihak
yang terlibat dalam kejahatan ini, tekanan ekonomi, ketidakstabilan, dan perubahan
politik, serta berbagai faktor lain, termasuk aspek sosial dan budaya (Bales, What
Predicts Human Trafficking?, 2007). Kevin Bales (2007) menggunakan dua variabel
utama untuk menganalisis faktor pendorong dan alasan pertumbuhan aktivitas

perdagangan manusia. Variabel trafficking form a country mencakup beberapa faktor,
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seperti korupsi, kemiskinan, kurangnya kesempatan, kekacauan sosial, dan profil
demografi. Variabel trafficking to a country mencakup beberapa faktor, dan kata
"from" menunjukkan faktor pendorong (Bales, 2007).

Human trafficking atau perdagangan manusia adalah kejahatan serius yang
melibatkan eksploitasi orang atau kerja paksa untuk keuntungan pribadi maupun
komersial. Pada konteks wilayah perbatasan, kasus human trafficking menjadi semakin
kompleks karena ada berbagai faktor seperti ketidaksetaraan ekonomi, kerentanan
sosial, dan kurangnya pengawasan di daerah perbatasan. Perbatasan Indonesia-
Malaysia menjadi tempat rawan dalam pelaksanaan human trafficking, dimana jalur
perdagangan manusia di wilayah perbatasan sering melibatkan rute yang tidak resmi
dan sulit untuk diawasi (Juwana, 2010). Keberadaan rute-rute ini memudahkan para
pelaku human trafficking untuk menyelundupkan korban. Korban human trafficking
umumnya berasal dari lapisan masyarakat yang rentan, termasuk perempuan dan anak-
anak. Perdagangan manusia di Indoensia merupakan masalah yang serius dan
diperlukan pendekatan yang komprehensif. Konsep penanggulangan harus mencakup
aspek ekonomi, Pendidikan, keamanan, dan perlindungan korban. Implementasi
kebijakan yang efektif dan kerja sama antarnegara menjadi kunci dalam
penanggulangan kasus human trafficking di wilayah perbatasan (Bales, 2007). Dengan
demikian masyarakat di wilayah perbatasan dapat terhindar dari praktik kejahatan ini

dan upaya pencegahan dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang.

2.2.2 Konsep Public Policy

Kebijakan publik atau public policy adalah serangkaian tindakan dan keputusan
yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting
bagi masyarakat. Konsep kebijakan publik mencakup berbagai aspek, mulai dari
perumusan hingga implementasi dan evaluasi kebijakan. Public policy dapat
didefinisikan sebagai keputusan atau serangkaian keputusan yang diambil oleh otoritas

pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu di masyarakat. Menurut Sulaiman
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konsep public policy atau kebijakan publik merupakan proses dari berbagai macam
aktivitas yang berbentuk suatu keputusan mengenai tindakan agar mencapai suatu
tujuan dengan menggunakan berbagai cara, oleh karena itu, public policy memiliki
hubungan dengan bentuk aktivitas dari suatu pemerintah dalam menangani suatu
masalah untuk mencapai tujuannya (Sulaiman, 1998).

Dalam menggunakan konsep kebijakan publik, dapat membantu dalam
menganalisis dan menjelaskan sebab dan juga akibat terhadap tindakan atau upaya
yang dilakukan oleh suatu pemerintah. Seperti penjelasan menurut Thomas R. Dye
dimana kebijakan publik merupakan gambaran dari upaya kebijakan pemerintah,
penilaian terhadap dampak dari isi kebijakan tersebut, menganlisis suatu akibat dari
berbagai pernyataan lembaga dan proses politik mengenai kebijakan publik (Solichin,
2010). Lebih lanjut Thomas R. Dye menjelaskan bahwasannya kebijakan publik
merupakan wujud dari tindakan suatu pemerintah, bukan sekedar apa yang diinginkan
oleh pemerintah atau suatu pejabat secara sepihak, yang mengakibatkan melakukan
atau tidak dilakukannya suatu kebijakan publik memiliki dampak yang sama (Islamy,
2009).

Implementasi dari suatu kebijakan publik dapat berupa peraturan-peraturan
atau undang-undang yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah. Seperti yang dikatakan
oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Leo Agustino, implementasi
kebijakan publik dapat berupa undang-undang, selain itu juga dapat berupa perintah
atau keputusan eksekutif atau badan peradilan suatu pemerintah (Agustino, 2014).
Terdapat tiga hal yang bersangkutan dengan implementasi dari suatu kebijakan publik,
yakni terdapatnya tujuan dari suatu kebijakan, terdapatnya suatu aktivitas dalam
mencapai tujuan, dan terdapat hasil dari suatu kebijakan tersebut.

Proses perumusan kebijakan publik biasanya melalui beberapa tahap (Dye,
1984). Tahap pertama dalam perumusan kebijakan publik adalah mengidentifikasi
masalah yang memerlukan perhatian pemerintah. Masalah tersebut harus diakui secara
luas oleh masyarakat dan dianggap penting untuk diselesaikan. Setelah masalah
diidentifikasi, tahap berikutnya adalah memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda

pemerintah atau biasa disebut dengan agenda setting (Dye, 1984). Pada tahap ini,
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pemerintah memutuskan masalah mana yang akan diprioritaskan dan diatasi terlebih
dahulu. Setelah itu akan dilakukannya formulasi kebijakan, pada tahap ini berbagai
alternatif solusi untuk masalah yang diidentifikasi akan dikembangkan dan dianalisis.
Berbagai pemangku kepentingan terlibat dalam proses ini, termasuk birokrat, politisi,
ahli, dan masyarakat (Dye, 1984). Setelah berbagai alternatif dianalisis, kebijakan yang
paling sesuai akan dipilih dan diadopsi. Ini melibatkan pengambilan keputusan oleh
otoritas pemerintah yang berwenang, seperti parlemen atau lembaga eksekutif.
Kemudian akan dilaksanakan implementasi kebijakan, dalam tahap ini melibatkan
pelaksanaan kebijakan yang telah diadopsi. Evaluasi dilakukan untuk menilai
efektivitas dan efisiensi kebijakan yang telah diimplementasikan. Proses ini melibatkan
pengumpulan data dan analisis untuk menentukan apakah kebijakan tersebut berhasil
mencapai tujuan yang diinginkan (Dye, 1984).

Masalah human trafficking diidentifikasi sebagai masalah serius yang
membutuhkan perhatian segera. Pemerintah Indonesia menganggap ini sebagai
prioritas utama dan memasukkannya ke dalam agenda kebijakan nasional. Berbagai
alternatif kebijakan dirumuskan untuk menangani masalah ini, termasuk peningkatan
pengawasan perbatasan, kerja sama dengan pemerintah Malaysia, dan pemberdayaan
ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan. Analisis biaya-manfaat dilakukan untuk
menilai efektivitas masing-masing alternatif. Implementasi kebijakan melibatkan
berbagai lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Luar Negeri, Kepolisian, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pelatihan
dan pengembangan kapasitas juga dilakukan untuk memperkuat kemampuan petugas
di lapangan. Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan. Data
tentang penurunan jumlah kasus human trafficking, penangkapan pelaku, dan
penyelamatan korban dianalisis untuk menentukan keberhasilan kebijakan. Masukan
dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan organisasi non-

pemerintah, juga diambil untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.
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2.2.3 Teori Foreign Policy

Foreign policy atau kebijakan luar negeri, merupakan suatu strategi yang
dirancang oleh pemerintah suatu negara untuk mengelola hubungan dengan negara-
negara lainnya. Konsep ini mencakup serangkaian keputusan, tujuan, dan tindakan
yang ditetapkan untuk mencapai kepentingan nasional, menjaga keamanan, dan
mempromosikan kebijakan ekonomi serta nilai-nilai politik. Dalam menjalankan
foreign policy, negara menghadapi berbagai dinamika kompleks dan tantangan yang
berkaitan dengan politik global, ekonomi internasional, dan keamanan nasional.
Foreign policy suatu negara menjadi cermin dari identitas dan kepentingan
nasionalnya. Konsep ini melibatkan berbagai aspek, termasuk diplomasi, keamanan
nasional, perdagangan internasional, dan kerja sama multilateral. Pada buku Foreign
Policy: Theories, Actors, Cases yang ditulis oleh Smith dan Dunn mendefinisikan
kebijakan luar negeri dengan strategi dan juga aksi yang dilakukan sebuah negara agar
dapat melindungi kepentingan nasional dan untuk memenuhi targetnya pada dunia
hubungan internasional (Smith, Hadfield, & Dunne, 2016).

Kebijakan luar negeri memiliki jenis yang beragam, akan tetapi pada dunia
kontemporer saat ini, kebanyakan negara mempunyai poin yang sama dengan
menggunakan kebijakan luar negeri. Menurut K.J Holsti, terdapat empat poin utama
yakni, keamanan, otonomi, kesejahteraan, status atau prestige (Holsti, 1992). Selain
poin utama yang ingin dicapai dari sebuah negara, Holsti juga menyebutkan
bahwasannya terdapat dua poin lain yang ingin dicapai, yakni proteksi suku, ideologi,
dan kerabat religi dan juga reorganisasi dunia. Pada buku International Politics: A
Framework for Analysis, Sixth Edition dijelaskan bahwasannya pada tingkatan dan
efek tertentu suatu negara dapat mengalami sebuah ancaman dan kerentanan. Ancaman
dan kerentanan tersebut bisa menimbulkan bahaya bagi keamanan nasional suatu
negara, baik ancaman terhadap masyarakatnya, aktivitas suatu negara, integritas
wilayah dan bahkan kedaulatan suatu negara. Dengan begitu, dalam upaya untuk
mengurangi ancaman dan kerentanan tersebut, security menjadi poin utama dalam
melakukan suatu kebijakan luar negeri. Dengan menggunakan asumsi tradisional yang

menyatakan bahwa negara menjadi aktor utama dalam menjalankan hubungan



22

internasional, oleh karena itu negara perlu memperkuat keamanan negaranya untuk
menjaga kedaulatan negaranya (Webber & Smith, 2002).

Foreign policy dirancang untuk melindungi dan memajukan kepentingan
nasional suatu negara. Hal ini mencakup keamanan militer, pertumbuhan ekonomi dan
pemajuan nilai-nilai politik suatu negara. Dengan melalui foreign policy, negara dapat
berkontribusi dalam menjaga stabilitas wilayah negaranya dan berpartisipasi dalam
upaya untuk memelihara perdamaian dunia (Rosenau, 1980). Pada era globalisasi saat
ini, tantangan seperti perubahan iklim, terorisme, pandemi atau kejahatan transnasional
memerlukan kerja sama internasional yang direfleksikan melalui kebijakan luar negeri
suatu negara (Luerdi, 2021). Foreign policy mencipatakan dasar untuk membangun
dan memperkuat hubungan baik secara bilateral maupun melalui partisipasi dalam
organisasi internasional. Kebijakan luar negeri dalam menangani kasus human
trafficking khususnya di wilayah perbatasan membutuhkan perhatian khusus dalam
kerangka foreign policy. Dalam menangani kasus ini, aspek keamanan bukan satu-
satunya yang perlu diperhatikan, melainkan terdapat aspek sosial-ekonomi dan juga
hak asasi manusia (Dina & Kusumaningrum, 2013).

Untuk menjawab pertanyaan seperti kenapa suatu negara memiliki tindakan
seperti itu dan mengapa negara memiliki posisi tersebut dalam politik internasional
dibutuhkan suatu kerangka analisis agar dapat mendeskripsikan dan memperkirakan
perilaku kolektif manusia dari suatu bangsa negara. Foreign Policy Analysis (FPA)
yang dibentuk dalam salah satu teori Hubungan Internasional yang mengembangkan
perspektif teoritikal. FPA disertakan untuk menguji bagaimana suatu kebijakan luar
negeri itu dibentuk dan juga menganggap bahwasannya manusia memiiliki andil secara
individu bahkan kolektif (Hudson & Day, 2014). Tindakan tersebut kemudian
dijadikan sumber dalam tindakan maupun perubahan dalam politik internasional.
Dalam buku Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory yang ditulis
oleh Valerie M. Hudson pada tahun 2014, menjelaskan bahwasannya terdapat lima
level analisis yakni, The Individual Decisionmaker, Group Decisionmaking, Culture
and National Identity, Domestic Politics, dan The Levels of National Attributes and
International System (Hudson & Day, 2014).
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Lebih lanjut, Hudson menjelaskan dalam The Individual Decisionmaker level
pada FPA bahwasannya sikap dan perilaku dari seorang pemimpin suatu negara
memiliki peran yang kuat dalam sebuah keputusan yang diambil dari negara tersebut
(Hudson & Day, 2014). Pada level Group Decisionmaking ia menjelaskan
bahwasannya suatu kebijakan luar negeri dari sebuah negara dapat dilihat dari yang
terjadi di antara sekelompok individu (small group dynamics) dalam suatu entitas
organisasi (organizational process), atau antar lembaga (bureaucratic politics).
Dinamika kelompok kecil dapat diartikan sebagai interaksi dan proses pengambilan
kebijakan yang terjadi dalam kelompok kecil yang terlibat langsung dalam pembuatan
kebijakan.

Dinamika kelompok kecil biasanya terdiri dari pejabat pemerintah, penasihat,
dan ahli yang bekerja bersama dalam merumuskan suatu kebijakan. Organisasi
menjadi fokus yang penting dalam melihat kebijakan suatu pemerintah, dikarenakan
sifat orgnanisasi itu sendiri dapat mempengaruhi negara terhadap suatu isu yang terjadi.
Organisasi juga akan membentuk proses dan bisa membuat permohonan terhadap
berbagai variasi preferensi yang dipegang oleh aktor dalam atau luar negeri (Hudson
& Day, 2014). Politik birokrasi merupakan gabungan dari dinamika kelompok kecil,
proses organisasi, kekuatan politik dalam negeri, dan karakteristik pribadi individu.
Sebagian besar politik birokrasi terjadi dalam kelompok antar lembaga, yang
merupakan salah satu sarana utama untuk mengatasi situasi-situasi penting. Meskipun
permasalahan yang penting pada umumnya ditugaskan kepada kelompok yang lebih
kecil, masih terdapat kemungkinan bahwa kelompok antar lembaga tidak hanya tunduk
pada upaya pengaruh dari organisasi-organisasi yang ada, akan tetapi juga rentan
terhadap tekanan politik dalam negeri hingga pemilu. Politik birokrasi merujuk kepada
interaksi dan persaingan antar lembaga pemerintah yang memiliki kepentingan dan
prioritas yang berbeda dalam pengambilan keputusan kebijakan pemerintah (Hudson
& Day, 2014).

Dalam level culture and national identitiy, Hudson menjelaskan bahwasannya
negara sebagai perkumpulan individu, kelompok, dan subkultur yang dapat diartikan

sebagai “siapa kita” yang mempengaruhi pengambilan suatu kebijakan di dunia
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internasional. Hudson juga menjelaskan pada level Domestic Politics bahwasannya
suatu kebijakan luar negeri dari sebuah negara dipengaruhi oleh dinamika dari politik
domestik dari sebuah negara. Pada level National attributes and international system
Hudson menjelaskan bahwasannya kebijakan luar negeri dari sebuah negara
merupakan perpanjangan dari kebijakan dalam negeri suatu negara tersebut (Hudson
& Day, 2014).

Institusi politik merupakan salah satu aktor kunci dalam mempengaruhi
kebijakan luar negeri. Selain itu, ada juga aktor-aktor politik domestik yang berperan
penting, seperti badan eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik dan oposisi,
kelompok bisnis beserta lawan-lawannya, media massa, organisasi masyarakat, serta
kelompok kriminal dan ancaman terorisme. Selain itu, aktor non-domestik juga
berkontribusi dalam mempengaruhi politik domestik. Aktor-aktor ini meliputi negara
lain, aliansi perjanjian, perusahaan multina===sional (MNC), organisasi
nonpemerintahan internasional (INGO), organisasi antar pemerintah (IGO), dan faktor

asing lainnya yang berpengaruh (Hudson & Day, 2014).

2.3 Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab rumusan masalah “Bagaiamana kebijakan pemerintah
Indonesia terhadap kasus human trafficking dari Indonesia ke Malaysia tahun 2019-
2021 yang telah dipaparkan pada bab I, penulis telah membuat kerangka pemikiran
yang bergua dalam memberikan penjelas terkait telah membuat kerangka pemikiran
yang berguna dalam memberikan penjelasan terkait alur pemikiran dari tulisan ini.
Dinamika kasus human trafficking yang terjadi di Indonesia sangatlah kompleks, hal
ini telah menimbulkan sejumlah tantangan bagi Indonesia selaku negara yang sudah
seharusnya menjaga keamanan warga negaranya dan menangkap atau memberikan
sanksi yang setimpal bagi pelaku human trafficking. Selain itu juga, human trafficking
merupakan masalah yang bersifat lintas negara atau transnasional yang menjadikan hal
tersebut sebagai salah satu tantangan bagi pemerintah dalam memberantas kasus

human trafficking. Dengan menggunakan konsep human trafficking, penulis mengajak
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para pembaca untuk berfokus pada permasalahan human trafficking yang terjadi di
Indonesia yang lebih terperinci guna mengetahui kebijakan apa saja yang telah
dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap kasus human trafficking yang terjadi di
Indonesia khususnya bagi para korban yang ada di Malaysia. Dengan demikian, ide-

ide tersebut dituangkan penulis ke dalam kerangka pemikiran dibawah ini.



Gambar 4 Kerangka Pemikiran Penelitian

Peningkatan kasus human trafficking
dari Indonesia ke Malaysia pada tahun
2019-2021
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam meneliti tulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis
penelitian analisis deskriptif guna menjelaskan mencari jawaban dari rumusan masalah
yang akan diteliti. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman
mendalam tentang alasan, pendapat, dan motivasi yang mendasari suatu masalah
penelitian (Cresswell, 2007). Selain itu, penelitian kualitatif juga digunakan untuk
menjawab rumusan masalah tentang pertanyaan yang berupa “apa (what)”, “bagaimana
(how)”, atau “mengapa (why)” atas suatu fenomena yang terjadi (Wibisono, 2019).
Menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif, penulis akan dapat memaparkan
fenomena yang sudah ada dan kemudian memecahkan permasalahannya. Dengan
memanfaatkan data-data kualitatif berupa jurnal, dokumen resmi, artikel, hasil
wawancara dengan orang yang berasal dari lembaga pemerintahan, dan penelitian
lainnya, penulis juga memanfaatkan data kuantitatif yang berupa angka yang akan
dituangkan ke dalam bentuk tabel. Dengan data-data tersebut, penulis akan
memberikan penjelasan terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kasus

human trafficking dari Indonesia ke Malaysia tahun 2019-2021.

3.2 Fokus Penelitian

Pada tulisan ini, penulis melakukan fokus penelitian agar tidak terjadi perluasan
terhadap objek penelitian. Adapun fokus penelitian juga dapat membantu penulis agar
lebih mudah dalam menentukan data yang relevan dengan tema dari penelitian penulis.

Penelitian ini berfokus pada kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kasus human
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trafficking dari Indonesia ke Malaysia tahun 2019-2021. Kasus human trafficking dari
Indonesia tersebar di berbagai negara, namun penelitian ini hanya berfokus pada kasus
human trafficking yang terjadi di Malaysia saja. Hal ini dikarenakan, Malaysia
merupakan salah satu negara tujuan favorit bagi para TKI untuk mencari pekerjaan dan

banyaknya kasus human trafficking yang berasal dari Indonesia.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis dan sumber data primer dan
sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara
dengan dengan Kementrian Luar Negeri RI dan Kementrian Dalam Negeri RI.
Sedangkan data sekunder sendiri merupakan jenis data yang didapatkan melalui
pengumpulan dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti skripsi terdahulu, jurnal
ilmiah, buku, dokumen resmi yang berisikan pasal-pasal mengenai Perdagangan
Manusia atau Human Trafficking, website resmi dari lembaga pemerintahan dan non-
pemerintah, serta artikel yang relevan dengan judul penelitian berkaitan dengan
kebijakan pemerintah terhadap human trafficking, penulis juga telah mengolah data-
data dalam bentuk angka yang kemudian dituangkan ke dalam tulisan ini untuk

mendukung argument dari penulis.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis melakukan teknik studi pustaka. Studi
pustaka merupakan teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan
informasi yang meliputi buku, website resmi, dokumen resmi, jurnal ilmiah, media,
serta artikel yang relevan guna mendukung penelitian. Melalui wawancara dengan

instansi pemerintahan, penulis dapat mengumpulkan data yang lebih tepat sasaran
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terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kasus hAuman trafficking dari
Indonesia ke Malaysia. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data menggunakan
teknik studi dokumentasi. Penulis membaca dan mempelajari dokumen-dokumen
resmi lalu membandingkannya untuk mendapat informasi dengan objek penelitian

yang dilakukan oleh penulis.

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu pimpinan yang terdapat
di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yakni Ibu Katarina Rambu Babang,
S.E., M.P. yang merupakan Kepala Sub Direktorat Perizinan Penelitian dan
Pengawasan Orang Asing. Hasil dari wawancara tersebut penulis jadikan sumber

dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, penulis menggunakan dua jenis sumber
data kualitatif berupa hasil tulisan jurnal, dokumen resmi, artikel, hasil wawancara dan
penelitian lainnya, serta data kuantitatif yang berupa angka yang akan dituangkan ke
dalam bentuk tabel. Pada analisis data, penulis mengadopsi teknik analisis data

menurut Matthew B. Miles yaitu sebagai berikut (Miles, dkk., 2014).
1. Kondensasi

Melakukan kondensasi data artinya merangkum data dengan cara memilah dan
menyoroti pada bagian-bagian yang penting guna mencari jawaban dari pertanyaa yang akan
diteliti. Dengan begitu, penulis akan mendapatkan gambaran yang lebih rinci dan tentunya hal
tersebut akan mempermudah penulis dalam melakukan pengumpulan data yang kemudian akan
disajikan daam penelitian terkait kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kasus human

trafficking dari Indonesia ke Malaysia tahun 2019-2021.
2. Penyajian Data

Setelah melakukan kondensasi data, yang berikutnya adalah melakukan penyajian

data. Penyajian dilakukan dengan cara mengumpulkan serta mengurutkan data secara
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teroganisir sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpula dari rumusan masalah yang akan
diteliti. Melakukan penyajian data dapat mempermudah penulis dalam memahami serta
mendeskripsikan apa yang sedang dicari dalam rumusan permasalahan yang sedang diteliti.
Dalam tulisan ini, penulis menyajikan data dalam bentuk tabel dan kutipan dari sumber-sumber
yang ada berupa uraian singkat, lalu mengaitkannya dengan teori dan konsep yang penulis

ambil guna dilakukan analisis.
3. Menarik Kesimpulan

Setelah melakukan kondensasi data dan menyajikan data, tahap yang terakhir adalah
melihat hasil dari keseluruhan data yang telah dikumpulkan dan melakukan penarikan
kesimpulan setelah berhasil menjawab pertanyaan dari masalah yang dirumuskan. Pada tahap
ini, penulis melakukan penyimpulan hasil dari seluruh pemaparan dan menjawab tujuan

penelitian secara ringkas.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan peneliti mengenai kebijakan pemerintah Indonesia
terhadap kasus human trafficking dari Indonesia ke Malaysia tahun 2019-2021, Peneliti
menyimpulkan bahwasannya kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia
masih tergolong cukup tinggi. Konsep human trafficking membantu penulis untuk
menjelaskan bagaimana perkembangan perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia
serta perkembangan perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia. Berdasarkan
data yang diambil dari Kementrian PPA, dari tahun 2019 hingga 2021 kasus
perdagangan manusia dari Indonesia sebanyak 1.331 kasus dan meningkat setiap
tahunnya. Pada tahun 2019 tercatat 226 kasus, di tahun berikutnya terdapat 442 kasus,
dan di tahun 2021 kasus perdagangan manusia dari Indonesia sebanyak 683 kasus.
Selain itu juga, menurut laporan yang dikeluarkan oleh UNODC pada tahun 2018
warga negara Indonesia menempati peringkat pertama dalam jumlah korban
perdagangan manusia di Malaysia dengan total 457 korban yang diikuti oleh warga
negara Vietnam dengan korban sebanyak 380 orang, Thailand sebanyak 226 korban,

Filipina sebanyak 191 korban dan warga negara lainnya.

Sebagai sebuah negara, pemerintah Indonesia sudah sepatutnya untuk menjaga
keamanan bagi seluruh masyarakatnya. Penanganan isu perdagangan manusia
memerlukan kontribusi dari pemerintah yang memiliki kewajiban dalam memberikan
jaminan keamanan masyarakatnya serta perlindungan HAM. Level analisis Group
Decisionmaking yang dikemukakan oleh Valerie Hudson, meliputi small group
dynamics, organizational process, dan bureaucratic politics, dapat digunakan untuk
memahami kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus human trafficking

dari Indonesia ke Malaysia pada tahun 2019-2021. Hal ini dibuktikan dengan adanya
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Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 yang mengatur mengenai perlindungan
Pekerja Migran Indonesia. Kemudian terdapat kerjasama bilateral Indonesia dan
Malaysia dalam mengatasi kasus perdagangan manusia melalui Joint Police Committee

serta MoU Indonesia dan Malaysia tahun 2022 tentang penempatan pekerja migran.

Namun kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap
kasus human trafficking dari Indonesia ke Malaysia pada tahun 2019-2021 belum
bekerja secara efektif karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus
perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia. Terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi mengapa perdagangan manusia yang terjadi dari Indonesia ke Malaysia
cukup tinggi. Pertama faktor tingkat korupsi pemerintah Indonesia yang masih tinggi
yang mengakibatkan aktivitas perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia
didukung oleh oknum pemerintah. Kedua, tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia
masih tinggi yang mengakibatkan para TKI untuk mencari pekerjaan di Malaysia.
Ketiga, peningkatan populasi di Indonesia yang disertai dengan tingkat penyerapan

tenaga kerja di Indonesia yang kurang.

5.2 Saran

Pada penelitian mengenai kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kasus human
trafficking dari Indonesia ke Malaysia peneliti mengajukan saran yang diharapkan

dapat memberikan pembaruan pada penelitian, antara lain :

a. Pemerintah Indonesia perlu lebih fokus terhadap faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya kasus perdagangan manusia dari Indonesia ke Malaysia. Hal ini tidak hanya
akan memberikan dampak pada kasus perdagangan manusia akan tetapi kesejahteraan

dari masyarakat Indonesia itu sendiri.

b. Kepada pemerintah Indonesia, dan pemangku kepentingan serta otoritas, yang
berfokus pada perdagangan manusia, kebijakan publik, dan kebijakan luar negeri, agar

bisa memaksimalkan kinerja dan sumber daya yang ada, agar bisa menjadi sebagai
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salah satu pilar kuat yang dapat mengurangi kejahatan perdagangan manusia yang ada

di Indonesia.

c. Para akademisi studi Hubungan Internasional terutama mengenai perdagangan
manusia pasca tahun 2021. Dengan begitu diharapkan penelitian selanjutnya bisa lebih

baik, dan membawa hal positif bagi banyak pihak.
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